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Abstract  
This research study explores the implementation of the principles of transparency and 
accountability in the administration of BOS funds at SDN 021 Bandung City.  The research was 
conducted using a descriptive qualitative method, with the primary data collection process 
taking place in 2023. The findings of this study indicate that the implementation of 
accountability in the management of BOS funds is proceeding satisfactorily, with evidence of 
community involvement. However, the absence of consistent regulatory frameworks resulted 
in the emergence of several challenges in the management of BOS funds. 
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Pendahuluan 
 

Dalam membangun dunia yang 
lebih modern khususnya dalam 
pembangunan manusia, pendidikan 
merupakan unsur yang amat penting 
(Hung, 2014 ; Mishra et al., 2024). 
Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia secara eksplisit 
mengamanatkan bahwa salah satu 
tujuan pendirian Republik Indonesia 
adalah untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Untuk itu, 
sebagaimana diamanatkan Pasal 31 
Undang-undang dasar 1945 
pemerintah berkewajiban untuk 
menyelenggarakan pendidikan dan 
membiayainya khususnya pendidikan 
dasar. Guna meningkatkan kualitas 
pendidikan pada tahun 2005 
pemerintah meluncurkan program 
Dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS). Program ini merupakan 
program bantuan dana biaya operasi 
nonpersonalia bagi satuan Pendidikan 
sebagai pelaksana program wajib 
belajar. Program dana BOS juga 
bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas belajar siswa, sejauh ini dana 
BOS dianggap berpengaruh terhadap 
hasil belajar siswa (Baedhowi et al., 
2017). 

 
Pelaksanaan program BOS 

sendiri mengalami beberapa kali 
perubahan, sebelumnya pada periode 
2011 pengelolaan dana BOS 
dilaksanakan menggunakan konsep 
desentralisasi dimana pengelolaan 
dilakukan oleh pemerintah daerah, 
lalu pada tahun 2020 melalui program 
merdeka belajar penyaluran dana BOS 
tidak dilakukan melalui pemerintah 
daerah namun dilaksanakan transfer 
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langsung dari pemerintah pusat ke 
rekening sekolah. Perubahan 
mekanisme ini diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
Nomor 9/PMK.07/2020 yang mana 
merupakan perubahan Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 
48/PMK.07/2019 Tentang 
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus 
Nonfisik. Perubahan ini bertujuan 
agar menambah fleksibilitas dan 
efektivitas dana BOS.  Kurang fleksibel 
atau kakunya pemanfaatan dana BOS 
juga dianggap sebagai faktor yang 
menghambat kreativitas dan inovasi 
dari para pengajar (Hadna, 2022). 

 
Berdasarkan temuan  Jaringan 

Pemantau Pendidikan Indonesia 
(JPPI) mencatat bahwa di tahun 2022 
ditemukan 93 kasus korupsi di 
sekolah dan 51 diantaranya berkaitan 
dengan dana BOS. Sedangkan temuan 
Indonesian Corruption Watch pada 
tahun 2021 dari 242 kasus korupsi di 
sektor pendidikan 52 diantaranya 
berkaitan dengan dana BOS dan jenis 
fraud terbanyak dalam korupsi dana 
BOS yaitu kasus laporan fiktif 
sebanyak 14 kejadian, adapun kasus-
kasus lainnya berkaitan dengan 
penyalahgunaan anggaran, pungli, 
penggelapan, pemotongan, proyek 
fiktif, mark up, dan penyalahgunaan 
wewenang. 

Gambar 1.  
Korupsi di Sektor Pendidikan 

berdasarkan Jenisnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sumber : Indonesian Corruption Watch 

 
SDN 021 Ciporeat sebagai 

satuan kerja pemerintah di bawah 
Dinas Pendidikan Kota Bandung 
tentunya mendapatkan alokasi dana 
Bantuan Operasional sekolah (BOS) 
yang harus dimanfaatkan secara 
optimal guna meningkatkan mutu 
pendidikan. Berdasarkan survei awal 
penulis dan keterangan dari pejabat 
bidang kurikulum SDN 021 Ciporeat, 
pada tahun 2021 terjadi 
keterlambatan pencairan dana BOS 
pada triwulan ketiga yang disebabkan 
oleh proses tata kelola yang belum 
maksimal sehingga menyebabkan 
operasional sekolah terganggu.  

 
Ditemukan juga bahwa SDN 

Ciporeat belum secara terbuka 
memuat laporan keuangan di kanal 
medianya sehingga informasi 
penggunaan dana BOS masih sulit 
diakses oleh publik. Luas bangunan 
yang terbatas, daya tampung sekolah 
yang sedikit serta keterbatasan 
anggaran juga berdampak pada 
proses belajar mengajar. Luas 
bangunan yang terbatas, daya 
tampung sekolah yang sedikit serta 
keterbatasan anggaran juga 
berdampak pada proses belajar 
mengajar. 

 
Kesuksesan alokasi dana 

bantuan operasional sekolah tentu 
tergantung juga pada proses tata 
kelola di setiap satker penerima. 
Proses tata kelola tersebut perlu 
memperhatikan prinsip-prinsip good 
governance. Konsep good governance 
digagas oleh United Nation 
Development Programme (UNDP) 
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terdiri dari sembilan prinsip dan 
terdapat empat prinsip utama. 
Mengutip Sedarmayanti (2004) 
Empat prinsip utama good 
governance meliputi prinsip 
akuntabilitas, transparansi, 
keterbukaan, dan aturan hukum. 
Adapun penerapan prinsip - prinsip 
tersebut dalam pelayanan publik 
dapat meningkatkan lingkungan 
pemerintahan yang efektif, dapat 
dipercaya, dan mampu memenuhi 
kebutuhan masyarakat dengan lebih 
baik (Madjid, 2024) prinsip - prinsip 
tersebut juga sejalan dengan prinsip 
penyelenggaraan dana BOS yang 
tertuang dalam Permendikbudristek 
No 63 tahun 2022 tentang  petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis dana 
BOS 2023. Di Indonesia sendiri 
penerapan prinsip good governance 
sudah diamanatkan oleh pemerintah 
sebagaimana tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan. 

 
Pemahaman terkait good 

governance juga terbukti 
meningkatkan kualitas akuntabilitas 
dan efektivitas pengelolaan dana BOS. 
Good governance mampu 
meningkatkan kinerja institusi 
pendidikan melalui pengelolaan yang 
efektif, akuntabel, dan pelibatan 
berbagai unsur dalam pengambilan 
keputusan (Abdelaziz, 2022). 
Penerapan prinsip good governance 
juga dapat mencegah penyalahgunaan 
wewenang (Waluyo et al., 2023) 
Prinsip akuntabilitas juga dianggap 
sebagai landasan dalam organisasi 
publik guna memberikan penjelasan 
terkait kinerja yang telah dilakukan 
(Widanti, 2022). Namun prinsip-
prinsip good governance juga dinilai 
tidak berpengaruh signifikan dalam 
membangun kepercayaan masyarakat 

(Taufiqi & Ariani, 2022). Terdapatnya 
gap dalam penelitian - penelitian 
sebelumnya khususnya terkait 
akuntabilitas, keterbukaan, serta 
kepercayaan publik membuat peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian 
terkait penerapan prinsip - prinsip 
tersebut khususnya dalam tata 
kelolanya di satuan kerja penerima. 

 
Maka yang menjadi fokusan 

penulis didalam penelitian ini adalah 
mengetahui gambaran umum proses 
pelaksanaan dan pengelolaan dana 
BOS di SDN 021 Ciporeat dan 
mengetahui penerapan prinsip 
akuntabilitas, transparansi, 
keterbukaan, dan kepatuhan terhadap 
hukum dalam pengelolaan dana BOS 
di SDN 021 Ciporeat Kota Bandung 
tahun 2023. 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif dengan 
pengambilan data berupa wawancara 
langsung kepada informan kunci 
dimana yang menjadi informan kunci 
dalam penelitian ini adalah kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah, 
operator BOS, Bendahara sekolah, dan 
Komite sekolah. Selain itu 
dilaksanakan juga, observasi 
lapangan, dan dokumentasi serta 
analisis terhadap dokumen - dokumen 
yang berkaitan. Adapun analisis data 
yang dilakukan menggunakan metode 
interaktif dimulai dari pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, 
hingga penarikan kesimpulan serta 
verifikasi. Secara pemaparan 
penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif dimana peneliti 
mendeskripsikan hasil temuan dalam 
penelitiannya. 

 
Hasil dan Diskusi 
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SDN 021 Ciporeat sebagai 
institusi pendidikan di bawah 
kementerian pendidikan mendapat 
Dana Bantuan Operasional Sekolah 
sebagai sumber dana penunjang 
operasional. berikut merupakan 
tahapan pengelolaan dana BOS yang 
dilakukan oleh SDN 021  Ciporeat : 

1. Kepala SDN 021 Ciporeat 
sebagai kepala satuan 
pendidikan penanggung jawab 
pengelolaan dana BOS 
menyusun tim pengelola yang 
terdiri dari bendahara sekolah, 
tenaga administrasi, 
perwakilan guru, dan komite 
sekolah 

2. SDN Ciporeat mengisi, 
memutakhirkan, dan 
memverifikasi data sekolah 
melalui aplikasi Data Pokok 
Pendidikan (DAPODIK). 

3. Membuat rekening atas nama 
satuan pendidikan yang 
ditetapkan oleh pemerintah 
daerah.  

4. Menyusun Rencana Kegiatan 
dan Anggaran Sekolah (RKAS) 
dan melaksanakan rapat 
koordinasi bersama pihak-
pihak terkait. 

5. Mengajukan persetujuan RKAS 
ke dinas pendidikan. 

6. Melakukan konfirmasi 
penerimaan dana melalui 
aplikasi Rencana kegiatan dan 
Anggaran Sekolah (ARKAS) 

7. Melakukan penatausahaan 
dana BOS yang di koordinir 
oleh bendahara sekolah. 

8. Menggunakan dana BOS sesuai 
dengan RKAS dan melaksanaan 
pengadaan barang/jasa 
melalui aplikasi Sistem 
Informasi Pengadaan Sekolah 
(SIPLAH). 

9. Menyusun laporan realisasi 
anggaran dan melaporkannya 
melalui aplikasi ARKAS. 

10. Menyampaikan laporan 
realisasi anggaran kepada 
kementerian untuk realisasi 
semester pertama pada bulan 
Juli 2023 dan laporan akhir 
pada bulan Januari 2024 
melalui aplikasi ARKAS. 
 
Berdasarkan hasil wawancara, 

observasi, dan pengamatan terhadap 
tahapan-tahapan yang dilaksanakan 
tersebut dapat tergambarkan 
penerapan prinsip good governance di 
SDN 021 Ciporeat sebagai berikut : 

 
A. Prinsip Akuntabilitas 

Akuntabilitas dalam pelayanan 
publik merupakan unsur utama dalam 
mewujudkan tata kelola yang baik. 
Dalam dunia pendidikan akuntabilitas 
dinilai dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran (Ordofa & Asgedom, 
2022). Adapun penerapan prinsip 
akuntabilitas dalam pendidikan dasar 
dianggap sebagai kunci dalam 
meningkatkan kualitas dan 
inklusivitas (Yan, 2019). Oleh sebab 
itu menjadi sangat penting sekolah 
khususnya yang menjadi milik 
pemerintah untuk menerapkan 
prinsip akuntabilitas guna 
meningkatkan kredibilitasnya. 

 
Pengelolaan dana BOS di SDN 

021 Ciporeat tahun anggaran 2023 
berdasar pada Permendikbud Nomor 
63 tahun 2022. Pengelolaan dana BOS 
dimulai dari tahap perencanaan yang 
ditanggungjawabi oleh kepala satuan 
pendidikan yang bertanggung jawab 
menyediakan data satuan pendidikan 
yang akuntabel dan melakukan 
perencanaan sesuai dengan 
komponen-komponen yang sudah 
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ditentukan kementerian. Berdasarkan 
hasil wawancara, dalam proses 
perencanaan dana BOS SDN 021 
Ciporeat sudah mengisi dan 
melakukan validasi data sekolah 
melalui sistem dapodik. SDN 021 
Ciporeat juga telah menyusun 
Rencana Kegiatan dan Anggaran 
Sekolah (RKAS) sebagai dokumen 
acuan yang proses penyusunannya 
disesuaikan dengan rekomendasi 
raport pendidikan kemendikbud. 

 
 Pada proses perencanaan pola 

penganggaran dilakukan dengan cara 
setiap bidang menyusun rencana 
kegiatan namun belum dengan rincian 
anggarannya, yang selanjutnya 
diserahkan kepada kepala sekolah dan 
tim keuangan untuk disusun rincian 
anggarannya dan ditindaklanjuti 
untuk dijadikan dokumen RKAS. 
Dalam menunjang tahap pelaporan 
SDN 021 Ciporeat menyusun rekening 
koran, buku kas umum, dan Catatan 
realisasi anggaran yang selanjutnya 
dikonsolidasikan menjadi laporan 
realisasi penggunaan dana BOS. Tahap 
pelaporan dilaksanakan dua kali. 
Periode pertama dilaporkan pada 
bulan Juli 2023 dan laporan akhir 
dilaporkan pada bulan Januari 2024. 
Proses penatausahaan dana sudah 
berbasis digital melalui aplikasi 
ARKAS dan pengadaan juga dilakukan 
melalui aplikasi SIPLAH (Sistem 
Informasi Pengadaan Sekolah). Hanya 
saja di awal fase transisi 
penatausahaan berbasis digital 
terdapat kendala karena kurangnya 
sosialisasi dan pembinaan secara 
terpadu dari pemerintah pusat 
sehingga terdapat kesulitan dalam 
proses memahami sistem. 

 
Pada tahun anggaran 2023 

terjadi juga perubahan platform 

pelaporan dana BOS, sebelumnya 
aplikasi yang digunakan berasal dari 
dinas pendidikan Kota Bandung yaitu 
aplikasi CEKAS, namun berdasar 
anjuran pemerintah pusat, 
penatausahaan seluruh kegiatan yang 
berkaitan dengan dana BOS 2023 
harus melalui sistem ARKAS. Pada 
dasarnya peluncuran aplikasi ARKAS 
bertujuan untuk memberikan 
kemudahan kepada pihak sekolah 
dalam hal pengelolaan BOS. 
Sebelumnya pelaporan anggaran BOS 
dilaporkan dua kali secara manual ke 
pemerintah daerah dan pemerintah 
pusat, melalui ARKAS kini sekolah 
hanya melakukan report satu kali 
karena ARKAS sudah terintegrasi 
dengan sistem Data Pokok Pendidikan 
(DAPODIK), Sistem Informasi 
Pengadaan Sekolah (SIPLah) dan 
Sistem Informasi Pembangunan 
Daerah (SIPD).  

 
Namun hal ini juga 

menyebabkan persoalan, berdasarkan 
hasil wawancara, operator dana BOS 
di SDN 021 mengalami kendala dalam 
proses adaptasi pelaporan BOS 
melalui skema digital. hal tersebut 
sebetulnya dapat ditangani jika 
pemerintah pusat sebagai 
penyelenggara program memberikan 
sosialisasi dan pendampingan yang 
baik, Kegiatan sosialisasi dan 
pendampingan dapat meningkatkan 
pemahaman dan pengalaman 
(Malahayati & Faizah, 2023). Selain itu 
sosialisasi dan pelatihan juga menjadi 
penting karena dapat meningkatkan 
keterampilan karyawan yang juga 
akan berpengaruh pada peningkatan 
kinerja organisasi (Vasanthi & 
Rabiyathul, 2019). Pelatihan juga 
berpengaruh pada peningkatan 
produktivitas serta efisiensi 
organisasi (Dermol, 2012). 
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Selain itu Dalam tahap 

pencairan terjadi perubahan, pada 
tahun sebelumnya pencairan 
dilakukan 4 bulan sekali atau 3 tahap, 
sedangkan di tahun 2023 pencairan 
dilakukan selama 6 bulan sekali atau 2 
tahap. Perubahan kebijakan dan 
sistematika ini memang merupakan 
niat yang baik dan untuk perbaikan, 
namun konsistensi dan keberlanjutan 
juga harus menjadi bahan 
pertimbangan yang matang. 
Konsistensi kebijakan juga 
berpengaruh pada legitimasi suatu 
badan publik (Engen et al., 2019). 
Inkonsistensi dan salah urus bisa 
menyebabkan kegagalan dalam 
pelayanan publik (Andrews et al., 
2006). Maka dalam upaya 
mewujudkan akuntabilitas dalam 
pengelolaan dana BOS tidak hanya 
kompetensi dari pelaksana yang 
diperlukan tetapi bagaimana para 
pengambil keputusan dapat 
merumuskan pula kebijakan - 
kebijakan yang memiliki semangat 
keberlanjutan. 

 
Berdasarkan hasil asesi rapor 

pendidikan tahun 2023 dalam 
pelaksanaan kegiatan yang dibiayai 
dana BOS SDN 021 Ciporeat sudah 
cukup baik, hal ini dapat dilihat dari 
adanya peningkatan kualitas 
pengajaran, yang pada tahun 
sebelumnya numerasi mendapat 
predikat merah kini mendapat 
predikat kuning. Pada tahun anggaran 
2023 SDN 021 Ciporeat tidak 
mendapat satupun predikat merah, 
dari 21 indikator yang dinilai SDN 021 
Ciporeat mendapat predikat hijau 
sebanyak 17 dan kuning 4. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Gambar 2.  
Capaian Raport Pendidikan SDN 021 

Kota Bandung 2023. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Raport Pendidikan 2023 
 

 Berdasar rapor pendidikan 
2023 indikator yang perlu 
ditingkatkan oleh diantaranya 
berkaitan dengan kemampuan 
numerasi siswa, pemanfaatan sumber 
daya sekolah guna peningkatan 
kualitas, dan pembelanjaan untuk 
peningkatan mutu personil dan non 
personil. 
 

Pada tahun 2022 kemampuan 
numerasi siswa SDN 021 
mendapatkan predikat merah, namun 
karena ada upaya kerjasama antara 
sekolah dan orang tua untuk 
membiasakan dan melatih 
kemampuan numerasi peserta didik 
di tahun 2023 SDN 021 mendapat 
predikat kuning atau naik satu tingkat. 
Selain itu pemanfaatan anggaran yang 
bersumber dari BOS juga 
dimanfaatkan untuk meningkatkan 
kualitas pengajar dan proses 
mengajar khususnya yang berkaitan 
dengan pembelajaran numerasi.  
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Hal ini merupakan bukti bahwa 
kolaborasi dalam implementasi 
kebijakan serta pengelolaan keuangan 
yang baik dapat meningkatkan 
kualitas sekolah. Keberhasilan yang 
sama juga terjadi di kabupaten 
Sidenreng, dimana pelibatan 
masyarakat dalam tata kelola sekolah 
melalui pendekatan triple helix 
menjamin akuntabilitas sekolah 
(Ahmad et al., 2020). Namun bukan 
hanya kolaborasi saja yang dapat 
meningkatkan akuntabilitas lembaga 
dalam pengelolaan BOS tetapi 
komitmen juga menjadi faktor yang 
menentukan (Ramadhani & Hudayati, 
2024). 

 
B. Prinsip Transparansi 

Keterbukaan informasi akan 
mengurangi potensi penyalahgunaan 
wewenang oleh pejabat publik dan 
serta berpotensi meningkatkan mutu 
penganggaran dan pelaksanaan 
kebijakan/program instansi serta 
dapat mendorong peningkatan 
kualitas pelayanan kepada 
masyarakat (Ricky & Rahimallah, 
2022). Sebagaimana amanat UU 
Nomor 14 tahun 2008 tentang 
keterbukaan informasi publik bahwa 
badan publik wajib mengumumkan 
informasi publik khususnya yang 
berkaitan dengan kegiatan, kinerja, 
laporan keuangan badan publik dan 
informasi lain yang diatur dalam 
perundang-undangan. 
 

keterbukaan informasi atau 
transparansi juga sangat berpengaruh 
dalam keberhasilan pengelolaan dana 
BOS sebagaimana diatur dalam Pasal 2 
Permendikbud Ristek No 63 tahun 
2022 bahwa pengelolaan dana BOS 
harus dilaksanakan secara 
transparan. Dalam pelaksanaan 
pengelolaan dana BOS tahun anggaran 

2023 SDN 021 Ciporeat sudah 
melakukan pengelolaan dana BOS 
sesuai dengan prosedur melalui 
aplikasi ARKAS Kemdikbud. SDN 021 
Ciporeat juga secara terbuka 
mempersilahkan masyarakat untuk 
mengetahui laporan keuangannya, 
masyarakat yang ingin mengetahui 
bisa menghubungi pihak sekolah dan 
memberitahu alasan dan kepentingan. 
SDN Ciporeat juga rutin 
berkomunikasi dengan pihak komite 
sekolah sebagai representasi 
masyarakat dalam hal pelaporan 
kegiatan. 

 
Meski secara umum SDN 021 

Ciporeat mempersilahkan masyarakat 
untuk mengakses laporan 
penggunaan dana BOS dan 
kegiatannya, namun SDN 021 Ciporeat 
belum secara terbuka merilis laporan 
pelaksanaan dana BOS melalui kanal 
media khusus, hal ini menyebabkan 
informasi tersebut belum secara 
mudah dapat diakses oleh publik. 
Pemanfaatan teknologi digital yang 
memudahkan dalam proses 
penyebaran informasi publik juga 
belum termanfaatkan secara 
maksimal. 

 
Pemanfaatan teknologi digital 

dalam administrasi publik dinilai 
dapat meningkatkan proses 
demokrasi dan memperkuat 
dukungan terhadap kebijakan publik 
(Mahmood, 2020). Penggunaan 
teknologi digital dalam pelayanan 
publik juga berpotensi untuk 
meningkatkan akuntabilitas dan 
transparansi (Lazor et al., 2024). 
 

C. Prinsip Keterbukaan 
 

Dalam mewujudkan 
pemerintahan yang baik diperlukan 
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sinergitas antara pemerintah, sektor 
swasta, dan masyarakat yang 
bekerjasama berdasar pada prinsip 
kesetaraan (Keping, 2018). Penerapan 
prinsip keterbukaan dalam 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
pemerintahan melalui skema 
diskursus dua arah akan menciptakan 
kebijakan yang lebih tepat guna dan 
membangkitkan iklim demokrasi 
deliberatif (Halim, 2014).  

 
Permendikbud Ristek No 63 

tahun 2022 mengisyaratkan bahwa 
pelaksanaan dana BOS dari mulai 
perencanaan harus senantiasa 
melibatkan dan menerima saran-
saran dari masyarakat. Oleh sebab itu 
SDN 021 Ciporeat sebagai pelaksana 
dana BOS dari senantiasa melibatkan 
masyarakat. Pelibatan komite sekolah 
dan perwakilan orangtua dalam 
penyusunan RKAS merupakan bentuk 
komitmen SDN 021 Ciporeat untuk 
menjalankan prinsip keterbukaan.  

 
Unsur masyarakat umum yang 

diwakili oleh komite sekolah dan 
perwakilan wali murid juga 
senantiasa dilibatkan dalam kegiatan 
evaluasi program sekolah yang 
dilaksanakan secara berkala. Dari 
hasil wawancara diketahui bahwa 
SDN 021 Ciporeat secara rutin 
membangun komunikasi bersama 
pihak komite sekolah untuk 
mendiskusikan berbagai kegiatan-
kegiatan dan tantangan-tantangan 
yang terjadi selama proses belajar 
mengajar.  

 
SDN 021 Ciporeat juga 

melaksanakan rapat koordinasi 
bersama orang tua murid setiap awal 
semester dalam rangka 
mensosialisasikan dan menerima 
masukan terkait program sekolah. Di 

akhir semester dilakukan juga 
kegiatan pelaporan hasil 
pengembangan sekolah dan 
peningkatan kualitas belajar murid 
yang mengundang orang tua murid 
dan masyarakat. Partisipasi 
masyarakat khususnya orang tua 
siswa merupakan upaya untuk 
mendorong kebijakan sekolah agar 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
(Fitriah et al., 2013). Namun belum 
semua aspirasi masyarakat dapat 
direalisasikan dikarenakan terdapat 
beberapa kendala seperti terbatasnya 
fasilitas penunjang dan sumber dana.  

 
Partisipasi Masyarakat 

dibidang pendidikan merupakan 
penggunaan hak masyarakat berupa 
keterlibatan mental dan emosional 
dalam menentukan keputusan, 
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, atau pengevaluasian 
pendidikan sebagai upaya 
pembangunan pendidikan (Sudiyono, 
2016). Di SDN 021 Ciporeat bentuk-
bentuk partisipasi publik yang sudah 
dilakukan adalah sebagai berikut :  

1. Pelibatan komite sekolah dan 
perwakilan wali murid dalam 
penyusunan Rencana Kegiatan 
dan Anggaran Sekolah (RKAS) 

2. Pelibatan unsur masyarakat 
umum, komite sekolah, dan 
perwakilan wali murid dalam 
evaluasi program/ kegiatan 
secara berkala  

3. Pelaksanaan rapat koordinasi 
dan sosialisasi bersama wali 
murid terkait kegiatan belajar 
mengajar di awal semester  

4. Kegiatan akhir pelaporan 
pelaksanaan kegiatan sekolah 
dan evaluasi pembelajaran 
murid di akhir semester.  
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Kolaborasi antar berbagai 
pihak dapat mengembangkan solusi 
inovatif dalam menyelesaikan 
berbagai persoalan (Tobin, 2021). 
Upaya kolaboratif dalam administrasi 
publik juga merupakan proses 
mengkonkretkan penyediaan layanan 
terpadu (Wouters et al., 2023). 

 
D. Prinsip Rule of Law 

Salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi peningkatan 
pelayanan publik dan terwujudnya 
tata kelola pemerintahan yang baik 
adalah diberlakukannya aturan 
hukum secara adil dan merata 
(Nubatonis et al., 2014). Dana BOS 
yang bersumber dari pemerintah 
pusat tentu dalam pengelolaannya 
termasuk kedalam tanggung jawab 
keuangan negara. Berdasarkan 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 
2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara menjelaskan bahwa 
pemerintah berkewajiban 
melaksanakan pengelolaan keuangan 
negara secara tertib, taat pada 
peraturan perundang-undangan, 
efisien, ekonomis, efektif, dan 
transparan, dengan memperhatikan 
rasa keadilan dan kepatutan.  

 
Berdasarkan hasil wawancara 

dan observasi dalam pelaksanaan 
dana BOS SDN 021 Ciporeat tahun 
anggaran 2023 berdasar kepada 
Permendikbud Ristek Nomor 63 
tahun 2022 tentang Petunjuk 
Pengelolaan Dana Bantuan 
Operasional Satuan Pendidikan. 
Dalam aspek tata kelola keuangannya 
SDN 021 Ciporeat mengacu pada 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
119 tahun 2021 tentang Pengelolaan 
Dana Alokasi Khusus Non 
Fisik.Sebagaimana petunjuk teknis 

pengelolaan dana BOS 2023 
pengelolaan dana BOS harus 
memperhatikan prinsip fleksibel, 
efektif, efisien, akuntabel, dan 
transparan. Penerapan prinsip 
fleksibel diterapkan oleh SDN 021 
Ciporeat dalam proses perancangan 
RKAS dimana program sekolah 
disusun berdasar pada masukan-
masukan pihak terkait dan 
disesuaikan dengan kebutuhan 
sekolah. SDN 021 Ciporeat juga 
mencapai tingkat realisasi anggaran 
seratus persen dan tidak mendapat 
satupun predikat kurang dalam hasil 
penilaian rapor pendidikan 2023. 

 
Dalam proses pelaporan SDN 

021 Ciporeat juga mengumpulkan 
laporan penggunaan dana BOS dengan 
tepat waktu. Laporan semester 
pertama dikumpulkan pada bulan Juli 
2023 dan laporan akhir dikumpulkan 
pada bulan desember 2023 sesuai 
linimasa kementerian. SDN 021 
Ciporeat juga menerima anggaran 
dana BOS sesuai dengan jumlah siswa 
yang terverifikasi di dapodik. 

 
Sebagaimana diamanatkan 

juga dalam Permendikbud Ristek 
Nomor 63 tahun 2022 tentang 
petunjuk pengelolaan Dana Bantuan 
Operasional Satuan Pendidikan, 
bahwa pengelolaan dana BOS harus 
dilakukan secara fleksibel, efektif, 
akuntabel, dan transparan. Oleh sebab 
itu SDN 021 Ciporeat menerapkan 
prinsip tersebut dengan gambaran 
sebagai berikut :  

1. Fleksibel  
Fleksibilitas pengelolaan dana 
BOS di SDN Ciporeat 
ditunjukan dengan proses 
perencanaan RKAS yang 
disusun berdasarkan saran-
saran serta masukan pihak 
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terkait yang disesuaikan 
dengan kebutuhan sekolah. 

2. Efektif  
Pada periode 2023 mencapai 
tingkat realisasi anggaran 
seratus persen dan tidak 
mendapat satupun predikat 
kurang dari hasil penilaian 
rapor pendidikan.  

3. Akuntabel  
Mekanisme penggunaan dana 
BOS di SDN Ciporeat dilakukan 
dengan baik, hal ini dapat 
dinilai dari tidak adanya 
keterlambatan dalam proses 
pelaporan di tahun anggaran 
2023 dan anggaran yang 
diterima sesuai dengan jumlah 
siswa yang terverifikasi di 
Dapodik.  

4.  Transparan  
SDN 021 Ciporeat melaporkan 
realisasi anggaran dan 
kegiatan sesuai dengan 
mekanisme yang berlaku dan 
membuka kesempatan kepada 
masyarakat untuk mengetahui 
langsung laporan 
pertanggungjawabannya.  
 
Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa SDN Ciporeat 
menunjukan komitmennya terhadap 
penerapan prinsip rule of law. 
Berdasarkan wawancara dan 
observasi pun SDN 021 selama tahun 
anggaran 2023 tidak pernah 
mendapatkan sanksi baik secara 
administratif, perdata, pidana atau 
sanksi lainnya yang diatur dalam 
undang-undang. 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian 
mengenai penerapan prinsip prinsip 
good governance dalam pengelolaan 
dana Bantuan Operasional Sekolah di 

SDN 021 Ciporeat Kota Bandung 
tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa 
:  

1. SDN 021 Ciporeat sudah 
menerapkan prinsip 
akuntabilitas secara baik. Hal 
ini dibuktikan dengan sudah 
terlaksananya tata kelola dana 
BOS sesuai dengan standar 
yang berlaku, realisasi 
anggaran tercapai seluruhnya, 
dan tidak mendapat satupun 
catatan merah dalam penilaian 
rapor pendidikan. SDN 021 
Ciporeat juga mengikuti 
petunjuk pelaksana dan 
petunjuk teknis dengan baik 
dari mulai tahap perencanaan, 
penatausahaan, dan pelaporan. 
Penerapan prinsip 
akuntabilitas sangat 
membantu memotivasi 
terlaksananya pengelolaan 
dana BOS dengan baik. 

2. Dalam penerapan prinsip 
transparansi SDN 021 Ciporeat 
secara terbuka 
mempersilahkan masyarakat 
untuk mengetahui dan 
menanyakan terkait tata kelola 
dana BOS, SDN 021 Ciporeat 
juga secara terbuka 
menyampaikan laporan 
pertanggungjawabannya 
melalui aplikasi ARKAS 
Kemdikbud. Namun SDN 021 
Ciporeat belum secara mandiri 
mempublikasi laporan 
pelaksanaan dana BOS melalui 
kanal media sekolah sehingga 
publik belum secara praktis 
dapat mengetahui informasi 
terkait pengelolaan dana BOS. 

3. SDN 021 Ciporeat sudah 
menerapkan prinsip 
keterbukaan dengan baik. 
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Komite sekolah, perwakilan 
orang tua siswa, dan 
masyarakat senantiasa 
dilibatkan dan berperan aktif 
dalam pengelolaan dana BOS 
meskipun ada beberapa 
aspirasi yang belum terealisasi 
karena keterbatasan fasilitas 
dan sumber daya. Penerapan 
prinsip keterbukaan 
membantu menciptakan 
program yang lebih tepat guna. 

4. SDN 021 Ciporeat senantiasa 
mengacu kepada aturan 
hukum dalam pelaksanaan 
dana BOS. Selama pengelolaan 
dana BOS tahun anggaran 2023 
tidak sekalipun SDN 021 
Ciporeat menerima sanksi baik 
secara administratif, perdata, 
maupun pidana. hal ini 
menunjukan bahwa prinsip 
kepatuhan hukum sangat 
dijunjung tinggi oleh SDN 021 
Ciporeat. 

 

Adapun saran yang diajukan 
kepada SDN 021 Ciporeat dan 
pemerintah dalam rangka 
meningkatkan kualitas pengelolaan 
dana BOS dan kualitas belajar 
mengajar sebagai berikut : 

1. SDN 021 Ciporeat harus 
memiliki kanal media digital 
yang lebih aktif serta 
informatif guna 
mempermudah masyarakat 
dalam melihat kinerja dan 
memberikan saran khususnya 
terkait pengelolaan dana BOS. 

2. SDN 021 Ciporeat harus lebih 
kreatif dan inovatif dalam 
mengelola dana BOS guna 
memaksimalkan proses belajar 
mengajar dan merealisasikan 
aspirasi masyarakat. 

3. Pemerintah pusat dibantu 
pemerintah daerah perlu 
meningkatkan koordinasi 
khususnya terkait sosialisasi 
dan monitoring pengelolaan 
dana BOS di setiap satuan 
pendidikan. 

4. Perlu ada peninjauan kembali 
oleh pemerintah pusat terkait 
besaran biaya bantuan 
pendidikan kepada setiap 
satuan pendidikan guna 
memaksimalkan kualitas 
belajar mengajar di setiap 
satuan pendidikan. 
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